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PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil
penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa :

1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum
kepada orang yang tidak mampu setelah diundangkannya Undang-
Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum :

a. Setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum,
Lembaga Bantuan Hukum telah memiliki legitimasi yuridis/payung
hukum dalam pemberian bantuan hukum, sehingga bantuan hukum
bukan lagi monopoli organisasi Advokat.Peran LBH dalam
memberikan bantuan hukum lebih luas dengan adanya Undang-
Undang Bantuan Hukum.

b. Setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum peran
paralegal menjadi lebih eksis.

c. Lembaga Bantuan Hukum setelah diundangkannya Undang-
Undang Bantuan Hukum tidak lagi mengunakan dana kader atau
subsidi silang, namun LBH sudah mendapatkan subsidi dana

program bantuan hukum dari pemerintah.
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2. Lembaga Bantuan Hukum masih terkendala dalam
mengimlementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum dari tataran
Konsep maupun tataran Praktis.

a) Tataran Konsep
1) Perbedaan cara pandang mengenai subyek penerima bantuan
hukum.
2) Konsep pelaporan yang sangat baku dan rumit.
3) Konsep paralegal yang tidak jelas dan tegas.
b) Tataran Praktis
1) Kesulitan dalam Pencairan dana karna dilakukan dengan sistem
reimbursement.
2) Teknis pelaporan yang begitu baku dan rumit.
3) Kurangnya pemahaman instansi penegak hukum lain seperti
polisi dan pengadilan mengenai Undang-Undang Bantuan

Hukum.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikansaran
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
merupakan legitimasi yuridis/payung hukum bagi Lembaga Bantuan
Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak

mampu, namun masih kurangnya pemahaman Lembaga Bantuan
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Hukum dan instansi lain seperti Pengadilan Negeri dan Polisi tentang
Undang-Undang Bantuan Hukum, sehingga dapat menghambat
program bantuan hukum. Maka penulis menyarankan agar peran LBH
lebih optimal maka harus ada sosialisasi yang lebih masif mengenai
Undang-Undang Bantuan Hukum.

Melihat pentingnya peran LBH sebagai lembaga pemberi bantuan
hukumdan pendidikan hukum kepada masyarakat khususnya
masyarakat yang tidak mampu, penulis menyarankan kepada
pemerintah agar tidak mempersulit sistem administrasi atau teknis
mengenai pelaporan/pencairan dana, karena dana dari pemerintah
merupakan dana utama dari program bantuan hukum.

Peran paralegal sangat penting dalam lembaga bantuan hukum karna
paralegal juga sebagai penggerak bantuan hukum LBH dalam
memberikan bantuan hukum, mengingat masih sedikitnya Advokat
yang ada di LBH, penulis menyarankan agar pengadilan tidak
mempersulit paralegal untuk ikut beracara dipersidangan seperti yang

diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.
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